N

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FORMASI DAN PETA JABATAN PEGAWAI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap
Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan

prioritas kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, setiap
Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja berdasarkan analis jabatan dan analisis beban kerja,
yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas

kebutuhan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Penetapan Formasi dan Peta Jabatan
Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG FORMASI DAN PETA
JABATAN PEGAWAI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU :  Menetapkan Formasi dan Peta Jabatan Pegawai Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 221 Tahun 2023 tentang Penetapan Formasi dan Peta
Jabatan Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN FORMASI DAN PETA
JABATAN PEGAWAI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 206 TAHUN 2024
TANGGAL 13 Juni 2024
No Nama Satuan Organisasi/Jabatan I
Formasi
1 2 3
I |KEPALA 1
II |SEKRETARIAT UTAMA
A. |[SEKRETARIS UTAMA 1
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 51
A |[KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1
1 [Analis Kebijakan Madya 1
2 [Analis Kebijakan Muda 2
3 |Analis Kebijakan Pertama 1
4 |Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 1
5 [Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 1
6 |Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 2
7 |Perencana Madya 2
8 |Perencana Muda 6
9 |Perencana Pertama 11
10 |Analis Data Ilmiah Pertama 1
11 |Pranata Keuangan APBN Penyelia 1
12 |Pranata Keuangan APBN Mahir 2
13 |Pranata Keuangan APBN Terampil 2
14 |Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir 1
15 |Arsiparis Pelaksana/Terampil 1
16 |Penelaah Teknis Kebijakan 5
17 |Pengolah Data dan Informasi 10
BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA 49

B |KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Analis Hukum Madya

Analis Hukum Muda

Analis Hukum Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Analis SDM Aparatur Madya

Analis SDM Aparatur Muda

O[N] d (W[N]~

Analis SDM Aparatur Pertama

10 [Asesor SDM Aparatur Utama

11 |Asesor SDM Aparatur Madya

12 |Asesor SDM Aparatur Muda

13 |Asesor SDM Aparatur Pertama

14 [Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya

15 |Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda

16 |Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

17 |Perencana Pertama

18 |Arsiparis Pelaksana/Terampil

19 |Penelaah Teknis Kebijakan

20 |Pengolah Data dan Informasi

IS Y Y IS I S N TS TS B S £ S Y Y Y S ] Y

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

C |KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama

Perencana Pertama

Pustakawan Pertama

Pranata Hubungan Masyarakat Madya

Pranata Hubungan Masyarakat Muda

Pranata Hubungan Masyarakat Pertama

Neoj [os] EN1 [ 1623 BN (V] | S Lo

Pranata Hubungan Masyarakat Mahir

10 [Penata Laksana Barang Penyelia

11 |Penata Laksana Barang Mahir

12 [Penata Laksana Barang Terampil

13 [Arsiparis Madya

14 |Arsiparis Muda

15 |Arsiparis Pertama

16 |Arsiparis Penyelia

17 |Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir

18 |Arsiparis Pelaksana/Terampil

19 |Penelaah Teknis Kebijakan

...
AAmemmeHHmmHHngmHE
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20 |Penata Layanan Operasional

21 |Penata Keprotokolan

22 [Pengelola Keprotokolan

23 |Pengolah Data dan Informasi

24 |Pengelola Layanan Pengadaan

25 [Pengelola Layanan Operasional

26 |Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara

27 |Kepala Bagian Tata Usaha

28 | a. [Kepala Subbagian Tata Usaha I

29 | b.|Kepala Subbagian Tata Usaha II

30 [Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol

31 [ a.|Kepala Subbagian Rumah Tangga

32| b.|Kepala Subbagian Protokol

HH»—‘P—‘HHHC\[\)S-PQ);

III

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

[y

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM

N
3

A |DIREKTUR PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Analis Hukum Pertama

Analis Kebijakan Utama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Muda

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

—
—[a|o]e|~[a|n|s|w o]=

Pengolah Data dan Informasi

D= [= [~ [o | |n]= =0 ]=

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS

B |DIREKTUR PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS

Analis Hukum Muda

Analis Hukum Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Muda

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

Slo|w|~|o]u|s|w|o |~

Pengolah Data dan Informasi

xo»-»—u—-»—A\]m.p.m»—n»—‘g

DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

C |DIREKTUR PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

%

Analis Hukum Pertama

Analis Kebijakan Utama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Muda

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

Iy RS R S A B M TS B

Pengolah Data dan Informasi

x\)»_.»—‘m»—-.p.m.p»—u—u—-g

v

KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

DIREKTORAT PERENCANAAN, TRANSFORMASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN

A |DIREKTUR PERENCANAAN, TRANSFORMASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN

Analis Data Ilmiah Madya

Analis Data Ilmiah Muda

Analis Data [lmiah Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Pertama

Statistisi Muda

Statistisi Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

—
o P RS S B Y (91 BN [N [T

Penelaah Teknis Kebijakan

12 |Pengolah Data dan Informasi

ISTEN PN ENISTEN [T Y EN EN EN P P4 P

DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL

(=)
N

B |DIREKTUR SISTEM PENGADAAN DIGITAL

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Manggala Informatika Madya

Manggala Informatika Muda

Manggala Informatika Pertama

Perencana Pertama

QN[O |UT[H|WIN =

Pranata Komputer Madya

(NI EN NI EA SIS
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9 |Pranata Komputer Muda

10 |Pranata Komputer Pertama

11 |Pranata Komputer Mahir

12 |Pranata Komputer Terampil

13 [Sandiman Muda

14 [Sandiman Pertama

15 |Arsiparis Pelaksana/Terampil

16 |Penelaah Teknis Kebijakan

17 |Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

18 |Pengolah Data dan Informasi

o] [ [ Y 1= P N Y TN e

DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN

»
o

C [DIREKTUR PASAR DIGITAL PENGADAAN

Analis Data Ilmiah Madya

Analis Data [lmiah Muda

Analis Data [lmiah Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Pertama

Pranata Komputer Muda

Ol [N |ur|H W N]|—

Pranata Komputer Pertama

10 |Pranata Komputer Mahir

11 [Pranata Komputer Terampil

12 [Statistisi Pertama

13 |Sandiman Muda

14 [Sandiman Pertama

15 |Manggala Informatika Muda

16 |Manggala Informatika Pertama

17 |Arsiparis Pelaksana/Terampil

18 |Penelaah Teknis Kebijakan

19 |Pengolah Data dan Informasi

W= === == NN N =B [N =N ]| —

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

[

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

N
o

A |DIREKTUR PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

Analis Data [lmiah Muda

Analis Data [lmiah Pertama

Analis Kebijakan Utama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Analis SDM Aparatur Utama

Analis SDM Aparatur Madya

el [ood B [} (631 B (V] | S I

Analis SDM Aparatur Muda

10 |Analis SDM Aparatur Pertama

11 |Perencana Madya

12 |Perencana Muda

13 [Perencana Pertama

14 |Arsiparis Pelaksana/Terampil

15 [Penelaah Teknis Kebijakan

16 [Pengolah Data dan Informasi

N [= N[N = a|a|N]= o] s[= ===

DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

B |DIREKTUR SERTIFIKASI PROFESI

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Asesor SDM Aparatur Utama

Asesor SDM Aparatur Madya

Asesor SDM Aparatur Muda

Asesor SDM Aparatur Pertama

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

o|ofm[N]o|u|s|w]n (=

Pengolah Data dan Informasi

== »
=== Koo N [= N (=R

VI

KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

(=

DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

A |DIREKTUR ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

Analis Data [lmiah Pertama

Analis Hukum Muda

Analis Hukum Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

N 0[S 1O 1Y

Analis Kebijakan Pertama

—
w

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

oleo|w|~|o|u|s|w|o |~

Pengolah Data dan Informasi

[ [ 1S S

|dih.Ikpp.go.id




DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH

(%]
(=]

B |DIR

EKTUR ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH

—

Analis Hukum Pertama

—

Analis Kebijakan Madya

w

Analis Kebijakan Muda

IS

Analis Kebijakan Pertama

—
w

Analis Data Ilmiah Muda

Analis Data Ilmiah Pertama

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

Iy R e R Y N M [ ST B

Pengolah Data dan Informasi

=== o=

DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

C |D

)

EKTUR PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

Analis Hukum Madya

Analis Hukum Muda

Analis Hukum Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

Sle|w|~|o|u]sfw|vo|—

Pengolah Data dan Informasi

wHHHmAmeHHg

VII

INSPEKTORAT

INSPEKTUR

Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pertama

Auditor Pelaksana/Terampil

Perencana Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

ol|o|w[N|o|ofs[w|]—

a.[Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat

~[ofafof=lofpfofw|~[~[4

VIII

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG /JASA

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya

Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama

Perencana Pertama

Widyaiswara Utama

Widyaiswara Madya

Widyaiswara Muda

ole|w|~|o|u|s|w|o |~

Widyaiswara Pertama

11

Analis Pengembangan Kompetensi ASN Muda

12

Analis Pengembangan Kompetensi ASN Pertama

13

Arsiparis Pelaksana/Terampil

14

Penelaah Teknis Kebijakan

15

Pengolah Data dan Informasi

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
' |Pengadaan Barang/Jasa

— Q)HH(A)DSOGO\(»»—*(.OK\JHM»—*»—‘\%

IX

PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

Manggala Informatika Madya

Manggala Informatika Muda

Manggala Informatika Pertama

Perencana Pertama

Sandiman Madya

Sandiman Muda

Sandiman Pertama

Statistisi Madya

Ol (N |ur|H W[N]~

Statistisi Muda

10

Statistisi Pertama

11

Analis Data Ilmiah Madya

12

Analis Data [lmiah Muda

13

Analis Data [lmiah Pertama

14

Pranata Komputer Utama

15

Pranata Komputer Madya

16

Pranata Komputer Muda

17

Pranata Komputer Pertama

18

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/ Mahir

19

Pranata Komputer Pelaksana/Terampil

20

Arsiparis Pelaksana/Terampil

21

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

22

Pengolah Data dan Informasi

23

a.[Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi

HmHHmwgmmemHmmHmHHHmHH._.&'

Total
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
IV/a: 3 Ima/d: 1 1m/d: 1 EsI Es.III : JF:18

i/c: 5 Il/c: 4 Es.II : Es.IV : JP:9

m/b: 6 IX: 3

Mi/ja: 3 VII: 1

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Kelas 15

Jabatan B K Kelas Jabatan

Analis Kebijakan Madya 1 1 12

Analis Kebijakan Muda 1 2 10

Keterangan Analis Kebijakan Pertama 1 1 8
Data Pegawai per April 2024 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 1 1 12
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 0 1 10

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 0 2 8

Perencana Madya 1 2 12

Perencana Muda 4 6] 10

Perencana Pertama 7 11 8

Analis Data Ilmiah Pertama 1 1 8

Pranata Keuangan APBN Penyelia 0 1 9

Pranata Keuangan APBN Mahir 0 2 8

Pranata Keuangan APBN Terampil 0 2 7

Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mabhir 0 1 7

Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6

Penelaah Teknis Kebijakan 5 5 7

Pengolah Data dan Informasi 4 10 6

Total 27 50
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

_9-

KEKUATAN PEGAWAI

ORANG TERDIRI DARI

1

Es.III : JF : 18
Es.IV: JP:6

v/d: 1 m/d: 3 IX: 1 Es.I
IV/c: 1 i/c: 6 VII: 1 Es.II
IV/a: 1 m/b: 8
i/a: 3
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Kepala Biro Hukum, Organisasi, Dan Sumber Daya Manusia

v/d - S2

Kelas 15

Jabatan B K Kelas Jabatan

Analis Hukum Madya 1 1 11
Analis Hukum Muda 0 3
Analis Hukum Pertama 1 4
Analis Kebijakan Madya 0 1 12
Analis Kebijakan Muda 0 1 10
Analis Kebijakan Pertama 0 1 8
Analis SDM Aparatur Madya 1 2 12
Analis SDM Aparatur Muda 4 S 10
Analis SDM Aparatur Pertama 4 ) 8
Asesor SDM Aparatur Utama 0 1 14
Asesor SDM Aparatur Madya 0 2 12
Asesor SDM Aparatur Muda 2 2 10
Asesor SDM Aparatur Pertama 1 3 8
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya 0 2 12
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda 1 1 10
Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama 1 2 8
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 6 7 7
Pengolah Data dan Informasi 0 3 6

Total 24 48
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

KEKUATAN PEGAWAI
IV/b: 1 1/d: 4 1m/d: 1 VI:2
IV/a: 1 I/c: 21 Ijc: 4
/b : 3 XI: 2
II/a: 23 IX: 5
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
v/b/ S2
ORANG TERDIRI DARI
Kelas 15
Es.I : EsIll :2 JF : 48
EsIl : 1 EsIV :3 JP : 13
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol
1md/ S2 md/ S2 -
Kelas 12 Kelas 12 Kelas 12
Kepala Subbagian Tata Usaha I Kepala Subbagian Tata Usaha II Kepala Subbagian Rumah Tangga Kepala Subbagian Protokol
II'b/ DIV Ic/ S2 - IIc/ S1
Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9
Jabatan B K Kelas
Jabatan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 1 5 12
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 10 16 10
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 20 22 8
Perencana Pertama 2 2 8
Pustakawan Pertama 1 1 8
[ Keterangan | Pranata Hubungan Masyarakat Madya 0 1 11
| Data Pegawai per April 2024 | Pranata Hubungan Masyarakat Muda 3 3 9
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama 2 5 8
Pranata Hubungan Masyarakat Mahir 0 1 7
Penata Laksana Barang Penvelia 0 1 9
Penata Laksana Barang Mahir 0 1 8
Penata Laksana Barang Terampil 0 3 7
Arsiparis Madva 0 3 11
Arsiparis Muda 2 5 9
Arsiparis Pertama 2 6 8
Arsiparis Penyelia 1 1 8
Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir 2 2 7
Arsiparis Pelaksana/Terampil 2 4 6
Penelaah Teknis Kebijakan 4 4 7
Penata Layanan Operasional 0 10 7
Penata Keprotokolan 3 3 7
Pengelola Keprotokolan 0 4 6
Pengolah Data dan Informasi 0 27 6
Pengelola Layanan Pengadaan 0 2 6
Pengelola Layanan Operasional 6 6 6
Total 61 | 138
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
Iv/d: 1 1II/d: 3 IX: 1 Es.I : EsIII: 0 JF:11
IV/b: 1 II/c: 1 VIIL: 1 Es.II 01 EsIV:0 JpP: 2

/b : 4

Il/a: 2

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Iv/d - S2
Kelas 15
Jabatan B K Kelas Jabatan
Persneang Praren Perndang: | o {5 | o
Data Pegawai per April 2024 Analis Hukum Pertama 0 1 8
Analis Kebijakan Utama 0 1 14
Analis Kebijakan Madya 1 ) 12
Analis Kebijakan Muda 3 5 10
Analis Kebijakan Pertama 4 6 8
Perencana Muda 1 1 10
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 2 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 2 6
Total 13 26
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS

KEKUATAN PEGAWAI

IV/c: 1 II/d: 1 VII: 1
IV/b: 2 Il/c: 1

II/b: 3

I/a: 4

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

ORANG TERDIRI DARI
Es.I : Es.III: O JF : 9
Es.II | Es.IV:0 JP :3
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

IV/c-S2
Kelas 15
Jabatan B K Kelas Jabatan
Analis Hukum Muda 0 1
Analis Hukum Pertama 0 2
Analis Kebijakan Madya 2 4 12
Analis Kebijakan Muda 1 5 10
Analis Kebijakan Pertama 3 7 8
Perencana Muda 1 1 10
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 3 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 2 6
Total 12 25
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

KEKUATAN PEGAWAI

Iv/d: 1 1II/d: 3 1II/c: 1
IV/b: 1 III/c: 1 IX: 2
1I/b : 4
Il/a : 1
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
ORANG TERDIRI DARI AR
Kelas 15
Es.I - Es.III : JF: 8
Es.II 1 Es.IV : JP: 5
Jabatan B K Kelas Jabatan
Analis Hukum Pertama 0] 1 8
Keterangan Analis Kebijakan Utama 0 1 14
Data Pegawai per April 2024 Analis Kebijakan Madya 1 4 12
Analis Kebijakan Muda 3 S 10
Analis Kebijakan Pertama 1 4 8
Perencana Muda 1 1 10
Perencana Pertama 2 2 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 0] 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 4 1 7
Pengolah Data dan Informasi 1 2 6
Total 13 22
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN

KEKUATAN PEGAWAI

Iv/d: 1 1I/d: 2 IX: 2
IV/a: 1 II/c: 3 VII: 1
/b : 2
IIl/a: )

Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan

ORANG TERDIRI DARI /- 52
Kelas 15
Es.I : - Es.III : JF : 16
Es.II : 1 Es.IV JP
Jabatan B K Kelas Jabatan
Analis Data Ilmiah Madya 0 4 11
Keterangan Analis Data [lmiah Muda 1 4 9
Data Pegawai per April 2024 Analis Data Ilmiah Pertama 2 4 8
Analis Kebijakan Madya 1 1 12
Analis Kebijakan Muda 4 S 10
Analis Kebijakan Pertama 3 3 8
Perencana Pertama 1 1 8
Statistisi Muda 0 2 9
Statistisi Pertama 3 4 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 0 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 2 6
Total 16 32
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL

KEKUATAN PEGAWAI

IV/c: 11/d : 1 HO/c: 1 VII: 3
IV/b: III/c: 2 Xir: 1
IV/a: II/b: 5 XI: 2
Ill/a: 3 IX: 3
Direktur Sistem Pengadaan Digital
ORANG TERDIRI DARI Ve 52
Kelas 15
Es.I - Es.III : JF . 19
Es.II 1 Es.IV : JP 4
Jabatan B K Kelas jabatan
Keterangan Analis Kebijakan Madya 2 2 12
Data Pegawai per April 2024 Analis Kebijakan Muda 1 2 10
Analis Kebijakan Pertama 5 5 8
Manggala Informatika Madya 0 1 12
Manggala Informatika Muda 0 2 10
Manggala Informatika Pertama 0 4
Perencana Pertama 1 1
Pranata Komputer Madya 1 3 11
Pranata Komputer Muda 2 6 9
Pranata Komputer Pertama 4 22 8
Pranata Komputer Mahir 0 2 7
Pranata Komputer Terampil 2 2 6
Sandiman Muda 0 1 10
Sandiman Pertama 0 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 3 1 7
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 0 1 7
Pengolah Data dan Informasi 1 6 6
Total 23 63
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN

KEKUATAN PEGAWAI

v/d: 1 1nI/d : 3 IX: 2
IV/b: 1 II/c: 4 VII: 1
I/b: 5
II/a: 4

ORANG TERDIRI DARI

Direktur Pasar Digital Pengadaan

v/d - S2

Es.I : - EsIII : JF

Es.II : 1 Es.IV JP

Kelas 15

Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Jabatan B K Kelas jabatan
Analis Data Ilmiah Madya 0 3 11
Analis Data Ilmiah Muda 2 2 9
Analis Data Ilmiah Pertama 0 1 8
Analis Kebijakan Madya 1 2 12
Analis Kebijakan Muda 3 4 10
Analis Kebijakan Pertama 0 5 8
Perencana Pertama 1 1 8
Pranata Komputer Muda 1 2 9
Pranata Komputer Pertama 4 5 8
Pranata Komputer Mahir 0 2 7
Pranata Komputer Terampil 1 2 6
Statistisi Pertama 1 1 8
Sandiman Muda 0 1 10
Sandiman Pertama 0 1 8
Manggala Informatika Muda 1 1 10
Manggala Informatika Pertama 0 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 0 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 5 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 3 6
Total 20 | 39
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
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PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

KEKUATAN PEGAWAI

Iv/d: 1 II/d: 4 IX: 1
IV/a: 2 Iljc: 4 VII: 1
/b : 4
l/a : 2

ORANG TERDIRI DARI

Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Iv/d - S3

Kelas 15

Es.I : - EsIII : JF . 16
EsIl 1 EsIV JP 2
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Jabatan B K Kelas jabatan

Analis Data Ilmiah Muda 1 1
Analis Data Ilmiah Pertama 0 1
Analis Kebijakan Utama 0 1 14
Analis Kebijakan Madya 0 4 12
Analis Kebijakan Muda 3 4 10
Analis Kebijakan Pertama 3 6 8
Analis SDM Aparatur Utama 0 1
Analis SDM Aparatur Madya 2 2 12
Analis SDM Aparatur Muda 2 5 10
Analis SDM Aparatur Pertama 1 5 8
Perencana Madya 0 1 12
Perencana Muda 2 2 10
Perencana Pertama 1 2 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 2 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 2 6

Total 18 39
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

KEKUATAN PEGAWAI

Direktur Sertifikasi Profesi

IV/b - S2

Kelas 15

IV/b: 2 I1I/d: 3 1II/d: 2
IV/a: 1 I/c: 1 VII: 1

/b : 4

Ill/a: 3

ORANG TERDIRI DARI
Es.I Es.III : JF 10
Es.II 1 EslIV JP 6
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Jabatan B K Kelas jabatan
Analis Kebijakan Muda 1 2 10
Analis Kebijakan Pertama 1 1 8
Asesor SDM Aparatur Utama 0 2 14
Asesor SDM Aparatur Madya 2 6 12
Asesor SDM Aparatur Muda 3 10 10
Asesor SDM Aparatur Pertama 1 14 8
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 4 7
Pengolah Data dan Informasi 2 5 6
Total 16 43
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

KEKUATAN PEGAWAI

Iv/d: 1 11/d: 4 VII: 1
IV/b: 1 [I/c:
/b : 2
[Il/a: 8
Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
ORANG TERDIRI DARI [V/d- 52
Kelas 15
Es.I Es.III : JF : 15
Es.II 1 Es.IV JP 1 Jabatan B K Kelas jabatan
Analis Data Ilmiah Pertama 0 2
Analis Hukum Muda 0 1
Keterangan Analis Hukum Pertama 0 1
Data Pegawai per April 2024 Analis Kebijakan Madya 1 3 12
Analis Kebijakan Muda 4 4 10
Analis Kebijakan Pertama 8 13 8
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 1 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 2 6
Total 16 29
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH

KEKUATAN PEGAWAI

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah

Iv/d: 1 ar/d: 2 I1X: 1
IV/a: 1 II/c: VII: 1
oi/b: 6
Il/a: 5
ORANG TERDIRI DARI
Es.I Es.III : JF 11
Es.II 1 EslIV: JP 5
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Iv/d - S2
Kelas 15
Jabatan B K Kelas jabatan
Analis Hukum Pertama 0 8
Analis Kebijakan Madya 1 12
Analis Kebijakan Muda 2 10
Analis Kebijakan Pertama 6 13 8
Analis Data Ilmiah Muda 0 1 9
Analis Data Ilmiah Pertama 0 2 8
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 5 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 2 6
Total 16 29
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

KEKUATAN PEGAWAI

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

IV/c: 1 1I/d: 1 1n/d: 1 1I/d:
IV/a: 1 III/c: 1 IIjc : I/c:
/b : 2 II/b: I/b:
Il/a : 7 1Il/a: I/a:
ORANG TERDIRI DARI
Es.I Es.III : JF 11
Es.II 1 Es.IV : JP 2
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

IV/c-S2
Kelas 15
Jabatan B K Kelas jabatan
Analis Hukum Madya 0 1 11
Analis Hukum Muda 0 1 9
Analis Hukum Pertama 1 2 8
Analis Kebijakan Madya 1 2 12
Analis Kebijakan Muda 2 4 10
Analis Kebijakan Pertama 6 8 8
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 0 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 1 1 7
Pengolah Data dan Informasi 1 3 6
Total 13 24
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN INSPEKTORAT

Inspektur

v/d - S2

Kelas 15

v/d: 1 1I/d: 1 II/c: 8
IV/a: 1 Iljc: 4 VIIL: 1
I/b : 3
IIl/a: 3
ORANG TERDIRI DARI
Es.I Es.II JF 15
Es.II 1 EslIV :1 JP 5
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Kelas
Jabatan B K Jabatan
Auditor Utama 0 1 14
Auditor Madya 1 3 12
Auditor Muda 2 9 10
Auditor Pertama 3 18 8
Auditor Pelaksana/Terampil 7 9 6
Perencana Pertama 1 1 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 1 2 6
Penelaah Teknis Kebijakan 4 5 7
Pengolah Data dan Informasi 1 2 6
Total 20 50

Kasubbag Tata Usaha Inspektorat

I/d-S1

Kelas 9
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEKUATAN PEGAWAI

ORANG TERDIRI DARI

Es.II

EsIl JF
1 EslIV 1 Jp

20

PETA JABATAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

V/e: 1 1I/d: 4 XI: 1
/b: 1 Il/c: 4 X: 3
V/a: 2 II/b: 2
Il/a: 4
Keterangan

Data Pegawai per April 2024

Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

IV/c-S2
Kelas 15
Kasubbag Tata Usaha Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa
I/c-S2
Kelas 9
Jabatan B K | Kelas jabatan
Analis Kebijakan Muda 1 1 10
Analis Kebijakan Pertama 2 2 8
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya 0 1 12
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda 0 2 10
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama 3 3 8
Perencana Pertama 1 1 8
Widyaiswara Utama 0 3 14
Widyaiswara Madya 3 6 12
Widyaiswara Muda 7 8 10
Widyaiswara Pertama 3 10 8
Analis Pengembangan Kompetensi ASN Muda 0 2 10
Analis Pengembangan Kompetensi ASN Pertama 0 3 8
Arsiparis Pelaksana/Terampil 0 1 6
Penelaah Teknis Kebijakan 0 1 7
Pengolah Data dan Informasi 0 3 6
Total 20 a7
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
v/d: 1 11/d: 1 II/d: 1 Es.I : EsIII JF . 18

Il/c : 3 Iljc: 1 Es.II 1 EsIV : 1 JP 3

/b : 8 IX: 2 Kepala Pusat Data dan Informasi

Il/a: 6 1v/d-S2

Kelas 15
Kasubbag Tata Usaha Pusat Data dan Informasi
Keterangan /b - S1
Data Pegawai per April 2024 Kelas 9
Jabatan B K Kelas jabatan
Manggala Informatika Madya 0 1 12
Manggala Informatika Muda 1 1 10
Manggala Informatika Pertama 0 2 8
Perencana Pertama 1 1 8
Sandiman Madya 0 1 12
Sandiman Muda 0 1 10
Sandiman Pertama 0 2 8
Statistisi Madya 0 1 11
Statistisi Muda 0 2 9
Statistisi Pertama 2 2 8
Analis Data [lmiah Madya 0 1 11
Analis Data Ilmiah Muda 0 2 9
Analis Data Ilmiah Pertama 0 3 8
Pranata Komputer Utama 0 1 13
Pranata Komputer Madya 0 2 11
Pranata Komputer Muda 3 6 9
Pranata Komputer Pertama 11 18
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/ Mahir 0 2 7
Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 0 2 6
Arsiparis Pelaksana/Terampil 0 1 6
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1 1 7
Pengolah Data dan Informasi 2 3 6
Total 21 56

|dih.Ikpp.go.id



KONVERSI JABATAN PELAKSANA SESUAI KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

-25-

JABATAN PELAKSANA*

KELAS
JABATAN

KONVERSI JABATAN PELAKSANA
SESUAI KEPMENPAN RB

KELAS JABATAN

Analis Barang Milik Negara

Analis Hukum

Analis Iklim Usaha dan Kerjasama

Analis Kerjasama Bilateral dan Regional

Analis Kinerja

Analis Perencanaan Anggaran

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Analis Tata Usaha

Bendahara

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Penelaah Pengembangan Usaha

Analis Protokol

Analis Sistem Informasi

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Keprotokolan

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Pengadministrasi Umum

Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa

Pengelola Keuangan

Pengelola Sertifikasi

Pengelola Teknologi Informasi

Verifikator Anggaran

Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media

Pranata Barang dan Jasa

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional

* Berdasarkan Data Pegawai April 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI
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